Menimbang

Mengingat

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPAT!I GROBOGAN
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI] KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRORBDGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E3A,

BUPATI GROBOGAN,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuar. Pasal 91 ayat (2) Peraturan

Dacrah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2019 rentang

Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menctapkan Peraturan Dupati

tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
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l_:ﬂ

Pesal 18 ayat [6) Undang-Undang Dsasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor L3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);

Undang Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2014
MNomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir



Menetapkan

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomear 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941)
sebagaimana telah dinbah dengan Peraturan Pemerintah
Numor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoresia Nomor 6058),

Peraturan Menteri Pendidikan Nasienal Nomor 13 Tanun 2007
tentang Standar Kepala Sekolah /Mzadrasah;,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun
2018 lentang Penugasan Guru Scbagai Kepala sekolah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI

KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GROBOGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
&
3.

Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

Bupati adalah Bupati Grobogan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Dewan  Pendidikan adalah  lemhaga mandin  yang
beranggotakan brrbagal unsur masyarakat yang peduli

pendidikan.



10.

11.

12.

13.

14.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwskilan Rakyat Dzerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Naerah.

Dinas Pendidikan vang selanjutnya disebut Dinas adalah
Peranghkat Daerah vang menyelenggearaloarn urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.

Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk
memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi
Taman Kanak Kanak [TK), Sekolah Dasar (8D) dan Sskolah
Menengah Pertamea (SMP).

Penigawas Sekolah adalan Guru Pegawal Negeri Sipil (PNS)
yvang diangkat dalam jebatan pengawss satuan pendidikan.
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,
serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan
anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah.

Kompetensi adalah pengetahuan, sikep dan keterampilan
yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian,
manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.

Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala 8ekolah adalah
penviapan kompetensi calon  Kepala Sekeolah untuk
memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, mnilai, dan
keterampilan dalam memimpin sekolah,

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah program
dan kegistan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan
sikap profesional Kepala Sekolah vang dilaksanskan
berjenjang, hertahap, dan berkssinambungan terutama untuk
peningkatan menajemen, pengembangan kewirausahaan, dan
supervisi kepada guru dan tenega kependicikean.

Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
yvang selanjutnya disingkat LPPKS adalah unit pelaksana
teknis di lingkungan Direktorat Jenderal yang menangan
pendidik dan tenaga kependidikan.

Satuan Administrasi Pangkal wyang selanjutnya disebut
SATMINKAL acdalah satuan pendidikan utama yang secara
administrasi Guru atau Kepala Sckolah terdaftar scbagai
Guru atau Kepala Sekolgh.



L6.

17.

18.

19.

20,
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(1)

Direktur Jendsral acalah direktur jenderal yang
bertanggungjawab dalam pembinaan Guru dan lenaga
kependidikan di lingkungan Kementeran.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat  vang
mempunyzi kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahen, dan pemberhentian Pegawai ASN  dan
pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non
pemerintah yang mcmpunyai perhatian dan peranan dalam
bidang pendidikan.

Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau
terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang
terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, dasrah yang
mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang
berada dalam keadaan darurat ain

Perjanjian Kerja atau Kescpakatan Kerja Bersama adalab
perjanjian tertulis antara Guru dan penyelenggara pendidikan
atav satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja
serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip
kesetaraan dan  kesejawatan  berdasarkan  peraturan
perundang-undangan.

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang
sistem pendidikan di scluruli wilayah Hukum  Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal  vang
bertanggungjawab dalam pembingan Guru dan tenaga

kependidikan di lingkungen Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.
BAB 1T
PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH
Pasal 2

Guru dapat meniadi bakal calon Kepala Sekolah apabila

memenuhi persyaratan sehagai herikut:

a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (5-1)
atzu diploma empat (D-IV) dari peiguuan tinggl dan
program studi yang terakreditasi pahng rendah B;

5. memiliki sertifikat pencidik;



(2)

(3)

(4)

c. bagi Guru Pegawai Negeri Sipl memiliki pangkat paling
rendah Penata, golongan ruang Il /c;

d. pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun
menurut jenis dan jenjarg sckolah masing masing, kecuali
di TK memiliki pengalaman mengajar peling singkal 3
(tiga) tehun di TK;

e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru dengan
sebutan palng rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun
teralkchir;

f. memilixi pengalaman manajerial  dengan  tugas  yang
relevan dengan fungsi sekolah paiing singkat 2 (dug)
tahun;

g sehat jasmani, rohant, dan bebas Narkotika, Psikotropika,
dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA| berdasarkan surat
keterangan dari rumah sakit Pemerintah;

h. tidak pernah dikcnakan hukuman disiplin  sedang
dan/atau berat sesual dengan kelentuan peraturan
perundang-undangan,

i. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi
terpidana; dan

j. herusia paling tinggi 56 (Ima puluh enem) tahun pada

walttu pengangkatan pertama sebagsi Kepala Sekolah.
Pengalaman manajerial schagaimana dimaksud aya: (1) huruf
{ yakni pelaksansan tugas tambahan yang melckat pada
peleksanaan kegziatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru
meliputi :
a. tugas tambahan; dan
b. tugas tambahan lain.
Tugas tambahan sebagaimana dimaksud ayatr (2] huruf a,
meliput :
a. wakil kepala satuan pendidikan;
b. ketua program keahlian satuan pendidikan;

kepala perpustakaan satuan pendidikan;
d. kepala latoratorium, bengkel, atau unit produksi/

teaching factory satuan pendidikan; dan/atau

0

pembimbing khusus pada satuan pendidilkkan vyang
menyelenggarakan pendidikan inklusil atau pendidikan
terpadu.

Tuzas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2]

huruf b, meliputi



(5)

(2)

wall kelas;
pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);

L= o

]

pembina ekstrakurikuler;

o

koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
(PKB)/FPenilaian Kinerja Guru (PKG);

Guru piket;

ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pthak Pertama (LSP-P1);

penilai kinerja Gury;

T oo

pengurus organisasi/asosiasi profesi Guru; dan/atau

-
H

tutor pada pendidikar jarak jauh pendidikan dasar dan
pendidikan menengah.

Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hural a
sampai dengan huruf e dan ayat (4) huruf a sampai dengan

huruf g dilaksanakan pada masing-masing SATMINKAL.

Pasal 3

Dalam hal guru akan diusulkan menjadi bakal calon Kepala

Sekolah di Daerah Khusus, persyaratarn sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ dan huruf d dapat

dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat 1.
golongan ruang lll/b; dan

b. memiliki pengalaman mengaar paling sedikit 3 {tiga)
tahun, "

Daerah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

ditetapkan oleh Bupati.

BAB 111
PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN

PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH

(1]

(2]

ATAU MASYARAKAT
Pasal 4

Dinas menvusun proveksi kehutuhan Kepala Sekolah pada
satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah
untuk jangka wakm 5 (lima) tehun yang diperinet per 1 (satu)
tahun.

Dinas melakukan koordinasi dengan  penyelenggara

pendidikan vyang diselenggarakan oleh Masyarakat untuk
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(3)

(1)

menyvusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada satuan
pendidikar. yang diselenggarakan coleh masyarakat untuk
jangka waktu 5 (lima) rahun vang diperinci per 1 (sati) tahun

Dinas atau pcnvelenggara pendidikan yang disclenggarakan
oleh Masyarakat menyiapkan calon Kepala Sekolah untuk
mengikuti pelatihan calon Kepala Sekolah berdasarkan
proyeksi kebutuhan aebagaimana: dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2).

Pasal 5

Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah termasuk yang akan
ditugaskan di Deerah Khusus dilakukan melalui tahap:

a. pengusulan bakal calon Kepala Sekolah;

b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah; dan

c. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.

Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan melalui tahap:

a. penyampailan bakal calon Kepala Sekolah;

b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah: dan

r. Pendidikan dzn Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
Pasal 6

Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah pada sataan

pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

sehagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat (1) huruf a

dilakukan dengan mekanisme szbagai berikut

a. Kepala Sekolah dapat mengusulkan Guru pada satuan
pendidikannva untuk menjedi bakal calon Kepala Sekolah
kepada Kepala Dinas; atau

b. Guru pada satuan pend:dikan yang diselenggarakan oleh
Pemerinteh Daerah vang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan
permohonan untuk mengikuti seleksi bakal calon Kepala
Sekolah kepada Kepala Dinas setelah mendapat
rekomendasi dari Kepala Sekolah SATMINKAL tempat
Guru yang bersangkutan bertugas.



(3)

(4}

Penyampaian bakal calon Kepala Sekolah pada satuan
pendidikan  vang  diselenggarakan oleh  masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hurul a
dilakukan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang

diselenggarakan olen Masvarakat kepada Dinas.

Pasal 7

Sclcksi bakal celon Kepsla Sekolah sebagaimana dimaksuc
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (2) hurul b
dilakukan dalam 2 [dua) tahap yaitu:

a. seleksi administrasi; den

b seleksi substansi.

S=leksi administrasi sebapaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a bagi bakal calon Kepala Sckclah pada satuan

pendidikan yang diselenggarakarn oleh Pemerintah Daerah
dilakukan oleh Dinas.

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurauf a bagi bakal calon Kepala Sekolah pada satuan

pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilakukan
oleh penyelenggara pendidikan yang diselenggarskan oleh

Masyarakat dan hasil seleksi administrasi dilaporkan kepada

Dinas.

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pads ayat (1)

huruf 2 merupakan penilaian dokumen yang meliputi:

a. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;

b. fotckopi sertifikat pendidik;

c. lotockopi surat keputuasan pangkat dan jabatan terakhir
bagi Guru yang diang<at oleh Pemerintah Daerah;

d. ‘otokodi sural keputusan pengangkatan atau perjarjian
kerja bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat;

e. surat keterangan pengalaman mengajar vang dikeluarkan
aleh satuan pendidikan;

f  fotokopi hasil penilaian prestasi kerjs pegawal dalam 2
(dua) tahun terakhir;

g. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkail
pengalaman manajer'al dengan tugas yang relevan dengan
fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf f;



5

(&)

(7]

(8

(1)

(2)

h. surat keterangan senal jasmani, rohani, dan bebas
Markotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya
(NAPZA) yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;

i. surat keterangan Lldakx pernah dikenakan hukuman
disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat

yvang berwenang;

j. surat pernvataan tidak sedang menjadi tersangka atau

t‘dak pernah menjadi ierpidana; dan
k. surat relkomendasi dari Kepala Sekolsh atau pimpinan
penyelengzara pendidikan yang disclenggarakan olch
Masyarakat.
Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul
b dilaksanakan setelah bakal calon Kepala Sekolah lolos
seleksi administrasi,
Dinas atau penyelenggara pendidikan yang diselerggaracan
oleh Masyarakat mengajukan bakal calen Kepala Sekolah
yang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk mengikul
seleksi substansi kepada LPPKS dengan tembusan kepada
Direktur Jenderal.
Seleksi substansi s=bagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul

b merupakan tes potensi kepemimpinan yvang dilakukan oleh
LPPKS.

Hasil seleksi subslansi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
disampaikan oleh LPPK: kepada Dinas atau penyelenggara
pendidikan vang diselenggarakan oleh Masyarakat yang
mengajukan bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana
dimaksud pada avat (6).

Paszal 8

Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah scbagaiinana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ dan Pasal 5 ayat (Z)
huruf e diikuti aleh bakal calen Kepala Sekolah yang sudah
dinyatakan lolos seleksi substansi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (7).

Bakal calon Kepala Sekolah yang sudah lolos seleksi substansi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan clch Dinas
atau penyelenggara pendidiken yang diselenggarakan oleh
masyarakat kepada LPPKS dengan tembusan kepada Direktur
Jenderal.



(3)

(4)

(©)

(2)

(3]

4

(5)

Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana
dimszksud pada avat (1) dibiava: oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Masvarakat, atau sumber lain yang sah dan tidal
mengikat.

Bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatekan lulus Pendidikan
dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah diberi Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah yang
ditandatargani cleh Direktur Jenderal.

Bakal calon Kepala Sckolah yang dinyatakan tidak lulus diseri
kesempatan untuk mengikuti kembali Pendidikan dan
Pelatihan Calon Kepale Sekolah paling banyak 2 [duz) kali.
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatthan Calon Kepala
Sekolah sebagamana dimaksud pada ayat (4) merupakan
salan satu svarat mengkuti proses pengangkatan menjadi
Kepala Selkolah.

BAE IV
PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
Pasal 9

Pengangkatan Kepala Sekolah dilaksanakan bagi calon Kepala
Sekolah yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 avat (4).

Proscs pengangkatan calon Kepale Sekolah dilaksanakan oleh
pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan penyelenggara
satuan pendidikan wvang diselenggerakan oleh masyarakat
setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan
pengangkatan Kepala Sckolah.

Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] bagi satuan pendidisan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh
peiabat pembina kepegawaian.

Tim pertimbangan pengangkaten Kepala Sekolah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) bagi satuan pcndidikan vang
diselenggarakan oleh masyarakat  ditetapkan olch
pimpinan penyelenggare pendidikan yang diselenggarakan
oleh Masyarakal.

Tim pertimbangan pengangxatan Kepala Sekolah bagl satuan

pendidikan yang diselengparskan nleh Pemerintzh Daerah

10



5)

(1)

(2)

(3)

(<)

(5)

(®)

(7)

(8)

(9]

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur
sekretariat Daerah, Dinas, Dewan Pendidikan, dan Pengawas
Sekcolah,

Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sckolah bagl satuan
pendidikan vang diselenggarakan oleh Masyarskal
sebagaimana dimaksud pada ayat (4] merupakan majelis
pertimbangan  pada  penyelenggara  pendidikan  yang
diselenggarakan oleh Masyarakat.

BAB V
PENUGASAN KEPALA SEKULAH

Pasal 10
Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah termasuk di Daerah
Khusus dilakeanakan dengan periodisasi.
Periodisasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1), sctiap masa
perinde dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat] tahun.
Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala
Sekolah dapat diperpanjang pznugasannya paling banyak 3
(tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.
Fenugasan Kepala Sekolzh periode pertama pads SATMINKAL
yang sama paling scdikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2
{dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
Penugesan Kepala Sekolah sebapaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun
dengan sebutan paling rendah *Baik”.
Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapal
dengan sebutan paling rendah “Baik”, Kepala Sekolah vang
bersangkutan tidak dapal diperpanjang masa tugasnya
sebagai Kepala Sekolah.
Kepala Sekolah yang rtdak diperpanjang masa tugasnya
sebagaimans dimaksud pada ayat () dapat ditugaskan
kembali sebagai Guru.
Setelah menveesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala
Sekolah dapat dipcrpanjang penugasannya untuk periode
keempat setelah melalui uji kompetensi.
Pelaksanaan uj: kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(8) berdasarkan ketentuen peraturan perundang-undangan.
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(10) Penugasan kembali sebagai Guru sekbagaimana dimaksud

’]}

2)

()

(4)

(2)

pada ayat (7) dilakukan oleh Dinas dengan
mempertimbangkan  kebutuhan dan  jumlah  Guru  di

wilayahnya.

Pasal 11

Penugasan Kepala Sekolah pada sarmuan pendidikan yang
diselenggarakan olch masyarakat dituangkan dalam
perjanjian kerja.

Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah pada
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyaraka:
tidak mencapai dengan sebutan paling rendah | “Baik”,
penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan aleh
Masyarakst dapat memberhentikan yang bersangkutan
sebagal Kepala Sekolal.

Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditugaskan
kembali sebagai Guru.

Penugasar kembali sebagai Guru sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] dilskukan oleh penvelenggara satuan
pendidikan yvang disclenggerakan oleh masvarakat dengan
mempertimbangkan kebumihan dan jumlah Guru pada satuan

pendidikan yang bersanghkutan.

BAEB VI
TUGAS POKOK KEFPALA SEKOLAH
Pasgal 12

Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan
tugas pokok manajenal, pengembangan kewirausahaan, dan
supervisi kepade Guru dan tenzga kependidikan,
Tugas Pokok Manajenal sebagimana dimaksud pada avat (1)
adalah :
a. merencanakan program sckolah;
b. mengelola standar nasional pendidikan, meliputi :

1. melaksanakan pengelolaan standar kompetsnsi

lulusan;
2. melaksanakan pengelolaan standar isi;

3. melaksanakan pengelolaan standar proses;



(3)

(4)

(5]

4. melaksanakan pengelclaan standar penilaian;

5. melaksanakan pengelolaan standar pendidik can
lenaga kependidikan;

5. melaksanakan pengelolaan  swandar  sarana  dan
prasarana,

7. melaksanakan pengelolaan standar pengelolaan;

8. melaksanakan pengelolaan standar pembilayaan.

¢. melaksanakan pengawszsan dan evalizsi:

d. melaksanakar kepemimpinan sckolah; dan

e. mengelola sistem informasi manajemen sekolan.
Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana di maksud pada
avat (1) meliputi :

a. merencanakan program pengembangan kewirausahaan,

b. melaksanakan program pengembangan kewirausahaan:

1, program pengembangan jiwa kewirausahaan (inovasi,
kerja keras, peantang menycrah, dan motivasi untuk
sukses);

2. me.aksanakan program pengembangan jiwa
kewirausahaan:

3. melaksanakan pengembangan program unit produksi

dan

4, melaksarnakan prograrmn pernagangan.

c. melaksanakan avaluasi Prograru pengembangan
kewirausahaan.

Supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan sebagaimana

di maksud pada ayat (1) meliputi :

a. merencanakan program supervisi Guru dan tenaga
kependidikan;

b. melaksanakan supervisi terhadap Guma dan  tenaga
xependidikan;

¢. menindaklanjuti hasil supervisi terhadap Guru dalam
rangka peningkatan profesionalisme Guru;

d. melaksanakan evaluasi supervisi Guru dan tenaga
kependidikan; dan

e. merencanakan dan menindaklanjuti hasil cvaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas supervisi kepada Guru dan
tenaga kependidikan,

Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bertujuan untuk mengembangkan seckolah dan

13



()

17)

(1)

(2)

meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapani standar
nzsicnal pendicikan.

Dalam hal terjadi kekurangan guru pzda satuan pendidikan,
Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau
pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan
tetap  berlangsung pada  satuan pendidikan  yang
bersangkuran.

Kepala Seknlzh yang melaksanakan tugas pembelajaran atau
pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas
pembelajaran tau pembimbingan terscbut merupakan tugas

tambahan di luar tugas pokoknya.

BAB VII
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
KEPALA SEKOLAH

Fasal 13
Kepala Sekolah harus membuat perencanzan dan
melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesua: dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB VIII
PEMBINAAN KARIR KEPALA SEKOLAH

Pasal 14

Pembinaan karir Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1]

(2)

BAB IX
PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH
Pasal 15

Penilalan prestasi kerje Kepala Sekolah dilakukan secara
berkala setiap taliun.

Perilaian prestasi kerja Kepala Sekolah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

dan perilaku, serta kehadiran.
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(3) Penilaian prestas: kerja sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
dilaksanakan cleh atasan langsung sesuai dengan
kewenangannya meliputi komponen sebagal berikut:

a. hasil pelaksanaan tugas manajeral;

b. hasil pergembangan kewirausahaan;

c. hasil pelaksanaan supervisi kepada guru dan lenaga
kependidikan,

d. hasil pelaksanaan Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan; dan

e. tugas tambahan di luar lugas pokok scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

'4) Peniaian prestasi kerja scbagaimana dimaksud pada ayal (3]
dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu 8 (delapan)
standar nasional pendidikan.

(5) Dalam melaksanakan Penilaian prestasi keria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, ayat (2), dan ayal (3), kepala Ninas
atat. penvelenggara pendidikan yang disclenggarakan oleh
Masyarakat dapat dibantu oleh Pengawas Sekclak.

BAB X
PEMRERHENTIAN TUGAS KEPALA SEKOLAH

Pasal 16
(1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:

a. mengundurkan diri;

b. mencapai batas usia pensiun Gury;

c. diangkat pada jabatan lain;

d. tidak mampu secara jasman dan/atau rohan schingga

lidak dapat menjalankan kewsjibannya;
e. dikenakan sanksi hukum  berdasarkan  putasan
pengadilan yang telah memliki kekuatan hukum tetap;
hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan
sebutan paling rendah “Baik”;

g. tugas belajar & (enam) bulan berturut-turut atau lebih;

. menjadi anggota partai politilg

i. menduduki jabalan negara; dan/atau

i. meninggal dunia.
(2) Ketidakmampuan scbzgaimana pada ayat (1) hural d

dibuktikan dengan surat keterangan cari um dokter

pemerintah.
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(3)

(4)

(©)

Kepala Sekolah yang ciberhentkan berdasarkan sebab
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf {, huaruf g, dan
huruf i dapat diangkat kembali sebagai Guru.

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3} harus
melalui program orientasi sebelum diangkat kembal sebagai
Guru.

Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Pejabal Pembina Kepegawaian atau
penyelenggara setuan perdidikan yang diselenggarakan olch
Masyarakal.

Program orientasi sebagaimana dimaksud pada ayal (4)

dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasgal 17

Kepala Sekolah tidak dapat merangkap sebagai pelaksana fugas

jabatan lein lebil dari 6 (enam) bulan berturut-turat,

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Pada saat Deraturan Bupati ini mulai berlaku;

d,

[
4

Kepala Sekolah yang sedang menjabat tetap melaxsanakan
tugas scbzgai Kepala Sekolah sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

mesa tugas Kepala Sckolah sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati iny;
penilaian prestasi kerja Kepala Szkolah sebagaimana dimaksud
dalamm hurufl &, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Bupati ini;

Guru vang pernah ditugas<an sebagai Kepala Sekolah sebelum
berlakunya Peraturan Bupati ini, masa penugasannys tidak
dihitung s=bagai masa penugasan berdasarkan Peraturan
Bupati ini;

Kepala Sckolah scbagaimana dimaksud dalam huruf a yang
belum memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
Celon Kepala Sekolah wajib mengikuti dan lulus pendidikan
dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah;
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f. Kepala Sckclah yang tidak lulus pendicikan dan pelatihan
penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf
¢ diberi kesempatan untuk mengkuti kembali pendidikan dan
pelatihan penguatan Kepala Sekolah paling banyak 2 (cua) kali;

g. Kepala Sckolah yang mengikut pendidikan dan  pelatihan
penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam hurut
f, namun tetap dinyatakan tidak lulus maka diberhentikan
sebagei Kepala Sekolah berdasarkan usulan Direktur Jenderal
kepada kepala Dinas atan penyelenggara pendidikan yang
disclenggarakan olch Maasyarakat;

h. pendiciken dan pelatihan penguatan Kepala Sckolah
sebagaimana dimaksud dalam hurul e dilaksanakan oleh
LPPKS atau lembaga lain yang telah bekerjasama dengan
LPPKS berdasarkan persetujuan dan Direktorat Jenderal yvang
menangani pendidik dan tenaga kependidikan;

i, Kepale Sekolah yvanp telah bertugas pada satu SATMINKAL
selama lebih dari 8 (dclapan) tahun, Dinas harus memutasi
Kepala Sekolah yang bersanglkutan ke satuan pendidikan lain
sesuai peraturan perundan-undangan; dan

j. pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 avat [9) bagi Kepala Sekolah yang sedang menjabat

sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUPR
Pasal 19

Pada saar Peraturan Bupati ini muai berlaku, Peraturan Bupati

Grobogan Nomor 54 Tahun 2007 rentang Pedoman Penugasan

Guru Scbagai Kepala Sehkolah di  Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun

2007 Nomor 15 Seri E} sebagaimana lelah diubah dengan |

a. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun
2007 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagar Kepala
Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita
Dacrall Kabupaten Grobogan Talman 2008 Nomor 6 Sen E);

b. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54

Takun 2007 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala
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Sekoiah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Beriia
Daerah Kabunaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 21 Seri E);
dan

c. Peraturan Bupali Grobogan Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupatl Grobogan Nomor 54
Tahun 2007 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagal Kepala
Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kebupaten Grobegan (Berita
Daerah Kabupaten Grebogan Tahun 2017 Nomor 33);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkar.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodad!

pada t%%gﬁ}‘ Jumi 2020

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 9 Jumi 200

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 3 4
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